CHRE:  Na DWELTAME SH, MiTum, Wi,
{OTARL 0T ADVHNISTRAST JAKARTA BARAT

PERNYATAAN
KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM
PERSEROAN TERBATAS
PT. COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA

/ Nomaor : 11,

1 -Pada hari ini, Senin, tanggal empat Maret dua ribu sembilan belag ——--mmev—--

{4-3-2019}.

-Pukul 17.25 WIB (fujuh belas lewat dua puluh lima menit Waktu Indonesia

Barat).

/adir dihadapan saya, CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister
H

umaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta

Barat, dengan dihadiri oleh para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris,
dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : «——-mm-—o-r

- Tuan PETER DJATMIKO, lahir di Surabaya, pada tanggai tujuh Oktober

seribu sembilan ratus enam puluh (7-10-1960), swasta, Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Mataram 15, Rukun
Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan Selong, Kecamatan

Kebayoran Baru, pemegang Karfu Tanda Penduduk dengan

3174070710600008; ”

Renurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama
mewakili Direksi yang mendapat kuasa dari para pemegang saham
Perse n Terbatas PT. COMMUNICATION CABLE SYSTEMS INDONESIA,
berkedudukan di Jakarta Barat, dan berkantor pusat di Grand Slipi Tower
Lantai 41 Unit EFG, Jalan Letien Siswondo Parman Kaveling 22-24,
Palmerah {untuk selanjutnya disebut Perseroan), yang perubahan seluruh
anggaran dasamya dimuat dalam akta yang dibuat dihadapan Doktor
IRAWAN SOERODJO, Sarjana Hukum, Magister Sains, Notaris di Jakarta,
tertanggal tiga belas Agustus dua ribu delapan {13-8-2008), nomor 210, yang
telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik indonesia, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya,

tertanggal dua puluh enam Nevember dua ribu delapan (26-1 1-20C8), nomor

~J AHU-89997 AH.01.02.Tahun 2008, yang telah diumumkan dalam Berita




Negara Republik Indonesia tertanggal dua puiuh sembilan Januari dua ribu

sepuluh {29-1-2010}, nomor 8, Tambahan nomor 841,

-bertalian dengan :

- akta yang dibuat dihadapan Nyonya HERLINA TOBING MANULLANG,
Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, tertanggal tiga puluh Juli dua ribu tiga
belas (30-7-2013), nomor 74, yang ielah memperoleh persetujuan dari
Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,

sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya, tertanggal dua puluh

tujuh Agustus dua ribu tiga belas (27-8-2013), nomor

AHU-45026 AH.01.02. Tahun 2013;

- akta yang dibuat dihadapan FERRY SANJAYA, Sarjana Hukum,
pengganti Doktor IRAWAN SOERODJOQ, Sarjana Hukum, Magister Sains,
Notaris di Jakarta, tertanggal tiga Okiober dua ribu enam belas -----m-mmm-
(3-10-20186), nomor 4, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republk Indonesia, sebagaimana

ternyata dalam Surat Kepuiusannya, tertanggal dua puluh enam Oklober

dua ribu enam belas (26-10-2016), nomor

AHU-0019856 AH.01.02. TAHUN 2018,

-
- akia yang dibuat dihadapan saya, Notaris, tertanggal delapan belas

Desember dua ribu delapan belas (18-12-2018), nomor 42, yang felah
memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia, sebagaimana fernyata dalam Surat Keputusannya,
tertanggal sembilan belas Desember dua ribu delapan belas ~s-m=--mm-nemm-
(18-12-2018), nomor AHU-0031280.AH.01.02.TAHUN 2018 dan
pemberitahuan perubzhan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat
di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, sebagaimana ternyata dalam

Surat, tertanggal sembilan belas Desember dua ribu delapan belas —---—-

(19-12-2018), nomor AHU-AH.01.03-0277573.

. -Demikian berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan, yang
dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, yang telah ditandatangani terakhir

oleh para pemegang saham Perseroan pada tanggal delapan belas
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Desember dua ribu delapan belas (18-12-2018), yang aslinya dilekatkan
pada minuta akta ini (untuk selanjutnya disebut KEPUTUSAN); ~rmemmeeemmeeeee

-Penghadap telah dikenal oleh sax}a, Notaris,

-Penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu

menerangkan :

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat 11 anggaran dasar
| Perseroan, pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang
sah di luar Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan semua
pemegang saham telah diberitahy secara terfulis dan semua
pemegang saham memberikan persefifjuan mengenai usul yang

diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut,

satu dan lain sebagaimana ternyata dalam KEPUTUSAN; —-memmommmemmnen
- Bahwa KEPUTUSAN tersebut telah disetujui oleh para pemegang —---
| saham yang mewakili 800.000.000 (delapan ratus juta) saham dalam

Persercan dan merupakan seluruh saham-saham yang telah

dikeluarkan oleh Persercan;

- Bahwa KEPUTUSAN tersebut hendak dinyatakan dalam akia ini; -—-
-Sehubungan dengan hal-hal yang telah diterangkan di atas maka
Penghadap dengan bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di
atas, menerangkan dengan ini menyatakan keputusan-keputusan yang telah
disetujui oleh para pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut: -——--
3 Menyetujui rencana Persercan untuk melakukan penawaran umum
perdana saham Perseroan kepada masyarakat {*Penawaran Umum”)

dan mencatatkan saham-saham Persercan tersebut pada Bursa Efek

indonesia;
I Menyetujui perubahan status Perseroan dari suatu Perseroan
Tertutup menjadi Perseroan Terbuka dan menyetujui perubahan

nama Perseroan menjadi PT COMMUNICATION CABLE SYSTEMS

INDONESIA Thk;
fll. Menyetujui untuk mengeluarkan saham dalam simpanan/portepel
Perseroan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan

dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada

™~
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masyarakat daiam jumlah sebanyak-banyaknya 200.000.000 (dua
ratus juta; saham baru dengan nilai nominal masing-majsing saham
sebesar Rp 100,00 (seratus Rupiah), dengan memperhatikan
peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan-
peraturan di bidang Pasar Modal dan Perafuran Bursa Efek di

indonesia yang berlaku;

-Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya para
pemegang saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan
melepaskan haknya unfuk membeli terlebih dahulu atas penawaran
atau penjualan _saham baru dalam rangka Penawaran Umum kepada

masyarakat melalui Pasar Modal tersebut di atas;

Menyetujui untuk memberikan program Alckasi Saham Kepada
Karyawan {(Employee Stock Affocafion), dengan jumlah alokasi
sebanyak-banyaknya 2.5 % (dua koma lima persen) dari seluruh
saham baru yang akan ditawarkan/dijual kepada Masyarakat melalui
Penawaran Umum, dengan memperhatikan peraturan Bursa Efek
yang beriaku di fempat di mana saham Perseroan akan dicatatkan
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar

~
modal; -

Menyetujui untuk memberikan Program Opsi Kepemilikan Saham
kepada Manajemen dan Karyawan (Management and Employee
Stock Option Plan), sebanyak-banyaknya 10 % (sepuluh persen)
dari jumlah modal ditempatikan dan disetor Perseroan, dengan
memperhatikan peraturan  perundang-undangan vang berlaku
termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di
Indonesia (di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkany; --
-Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjuinya para
pemegang saham Perseroan dengan ini menystujui dan menyatakan
melepaskan haknya untuk membeli terlebih dahulu atas penawaran
atau penjualan saham baru dalam rangka Program Pemberian Opsi
Kepemilikan Saham kepada Manajemen dan Karyawan

(Management and Employee Stock Oplion Plan) tersebut; --—rwmen-

N
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Menyetujui uniuk mencatatkan seluruh saham Perseroan, setelah
dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-ssham yang
ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal, serta
saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang
saham masyarakat) Perseroan saat ini serta saham-saham dalam
Program Pemberian Opsi Kepemilikan Saham kepada Manajemen
dan Karyawan (Management and Employee Sfock Option FPlan),
pada Bursa Efek Indonesia {Company Listing), serta menyetujui
untuk mendaftarkan saham-saham Persercan dalam Penitipan
Kolekiif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal indonesia; -eeare=--mamvv
Menyetujui uniuk mencatatkan seluruh saham Perseroan, setelah
dilaksanakannya Penawaran - Umum atas saham-saham vyang
ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal, serta
saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham {(selain pemegang
saham masyarakat} Perseroan pada Bursa Efek Indonesia
{Company Listing), serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-
saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang

Pasar Modal Indonesia;
Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan, yaitu memberhentikan dengan hormat seluruh
anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lama, dengan
mamberikan pembebasan dan pelunasan {acquit et decharge)
selama masa jabatannya, dan mengangkat anggota Direksi dan
Dewan Komisaris Perseroan yang baru, terhitung sejak ditutupnya

Rapat ini, sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Persercan menjadi sebagai berikut

Direksi :

Direktur Utama : Tuan Peter Djatmiko, lahir di Surabaya,
pada tapggal ftujuh Okiober seribu

sembilan rafus enam puluh (7-10-1960},



/

-~ swasta, Warga Negara Indonesia,
bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan
Mataram I/5, Rukun Tetangga 002, Rukun
Warga 001, Kelurahan Selong, Kecamatan
Kebayoran Baru, pemegang Kartu Tanda

Penduduk nomor 3174070710600006; -—-

Direktur . Tuan Sudarno Khou, lahir di Pontianak,
pada tanggal tiga Juli seribu sembilan
ratus enam puluh (3-7-1960}, swasta,
Warga Negara Indonesia, bertempat
tinggal di Jakarta Barat, Jalan Kembang
Ayu IV Blok E 3/8, Rukun Tetangga 0086,
Rukun Warga 005, Kelurshan Kembangan
Selatan, Kecamatan Kembangan,

pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor

3173060307600010;

Direktur : Tuan Anang Pratikno, lahir di Jakaria, pada
tanggal dua puluh empat Desember seribu
sembpilan ratus tujuh pulubr (24-12«19;6;,
swasta, Woarga Negara Indonesia,
bertempat tinggal di Kota Cilegon,
Ferumahan Nasional Bumi Cibeber
Kencana Blok E4 nomor 4, Rukun
Tetangga 004, Rukun Warga 009,
Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber,

‘pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor

3672012412700001,

| Direkiur : Nona Apolonia Irwina Gunawan, Iahir di -
Jakaria, pada tanggal duz puluh enam Juli
seribu sembilan ratus tujuh puluh saty -—---
(26-7-1971), swasta, Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di Jakaria

-

H,
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Direktur

Dewan Komisaris :

Komisaris (Hama

Komisaris

Barat, Komplek Merpati Blok P/2, Rukun
Tetangga 005, Rukun Warga 010,
Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kali
Deres, pernegang Kartu Tanda Penduduk

nomor 317306686077 10003; ———--rcrrm e

 Tuan Adi Susatio, lahir di Moskow, pada

tanggal tige puluh Desember seribu
sembilan ratus enam puluh lima ----—---
(30-12-18658), swasta, Warga Negara
fndonesia, bertempat tinggal di Kota
Tangerang Selatan, Taman Sari Pesona
Bali B-6/3, Rukun Tetangga 007, Rukun
Warga 015, Kelurahan  Pisangan,
Kecamatan Ciputat Timur, pemegang
Kartu Tanda Penduduk nomor

3674053012650008;

© Tuan Insinyur Adi Tanuarte, lahir di

Jakarta, pada tanggal dua puluh lima
Januari seribu sembilan ratus lima puluh
sembilan  (25-1-1959), swasta, Warga
Negara Indonesia, bertempst tinggal di
Jakarta Barai, Jalan Tosiga Mulia Blok B
Nomor 25, Rukun Tetangga 008, Rukun
Warga 004, Kelurahan Kebon Jeruk,
Kecamatan Kebon Jeruk, pemegang Kartu

Tanda Penduduk nomor

3173052501590002;

: Nyenya Amelia Gozali, 1zhir di Singapura,

i pada tanggal enam Maret seribu sembilan

raius delapan puluh lima (8-3-1985),

swasta, Warga Negara Indonesia,




Komisaris

Komisaris hdependen

Komisaris Independen

/’.-'—HJ.
bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Jalan

Lembang Nomor 40, Rukun Tetangga 011,
Rukun Warga 007, Kelurahan Menteng,
Kecamatan Menteng, pemegang Kartu
Tanda Penduduk nomeor -—----—---meo-

3171064603850002;

: Tuan JOHN FERNANDUS AGUSALIM,

lahir di Surabaya, pada tanggal empat
Agustus seribu sembilan ratus enam puluh
delapan {4-8-1968), swasta, Warga --------
Negara Indonesia, bertempat tinggal di
Jakarta Selatan, Jalan Permata Safir Blok
W/ 9, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga
002, Kelurahan Grogel Utara, Kecamatan

Kebayoran Lama, pemegang Kartu Tanda

Penduduk nomor 3174050408680015; -

: PETRUS SARTONGO, lahir di Solo, pada

tanggal enam belas Juni seribu sembilan
rafus empat puluh empat (16-8-1 94;;
swasta, Warga Negara Indonesig,
bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan
Sungai Sambas 1II/3, Rukun Tetangga
005, Rukun Warga 005, Kelurahan Kramat

Pela, Kecamatan Kebayoran Baru,

pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor

3273121608440002;

: Tuan Doktorandus Triana Mulyatsa, lahir

di Cilacap, pada tanggal dua puluh Juni
seribu sembilan ratus lima puluh sembilan
(20-8-1959), swasta, Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta

Selatan, Jalan Bintaro Jaya Blok Q2

T
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Nomor 18, Rukun Tetangga 004, Rukun

Warga 008, Kelurahan Bintaro,
Kecamatan Pesanggrahan, pemegang

Kartu Tanda Penduduk nomor

3174102006590008;

Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untukdisesuaikan

dengan Ketentuan Peraturan Bapepam LK Nomor IX.J.1 tentang
Pokok-Pokok  Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan
Penawaran Umum Efek Bersifai Ekuitas Dan Perusahaan Fubiik,
Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK Nomor Kep-179/BL/2008
tanggal empat belas Mei dua ribu delapan (14-05-2008), Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/PQJK.04/2014 tentang Rencana
dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Szham Perusahaan
Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan Atas
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang
Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
Perusahaan Terbuka, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau
Perusahaan Publik serta peraturan perundang-undangan yang
berlaku di Negara Republik Indonesia, termasuk mengubah maksud
dan tujuan serta kegiatan usaha Perserocan sehingga mencerminkan

adanya kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang

Perseroan;

X. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi,
unfuk melakukan semua dan sefiap findakan yang diperlukan
sehubungan dengan Penawaran Umum saham kepada masyarakat

melalui Pasar Modal, termasuk tetapi tidak terbatas: ~----r--ercmmnen---

4. unituk mencatatkan saham-saham Persercan yang merupakan

saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa

Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan

yang berlaku di bidang Pasar Modal,




]xu.

mtarkan saham-saham dalam Penitipan Kolektif sesuai

dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai
dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sehubungan

dengan hal tersebut;

] c. hal-hal lain yang berkaitan;
Memberikan kuasa kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris ~-----
Perseroan, untuk menyatakan dalam akia tersendiri yang dibuat
dihadapan Notaris, mengenai kepastian jumlah saham baru yang
dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum dan jumiah
peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan setelah
Penawaran Umum selesai dilaksanakan dan setelah saham-saham
tersebut dicafatkan pada Bursa Efek Indonesia dan nama pemegang
saham hasil Penawaran Umum telah tercatat dalam- Daftar

Pemegang Saham;

Sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut tentang
perubahan Anggaran Dasar Perseroan, selanjuinya menyetujui pula
untuk menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan (uniuk
selanjutnya disebut Anggaran Dasar} sehingga menjadi tertulis dan

e
berbunyi sebagai berikut : . =

---------------------- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN «r-smruemoemees

Pasal 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama PT COMMUNICATION CABLE
SYSTEMS INDONESIA Thk {(selanjutnya dalam Anggaran Dasar
ini cukup disebut dengan “Perseroan”), berkedudukan dan

berkantor pusat di Jakarta Barat.

2. Perserozn dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat

lain, balk di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik

Pasal 2

Perseroan ini didirikan untuk iangka waktu yang tidak terbatas. -—---—-

~~~~~~~~~~~ MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

i0
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Maksud dan tujuan Perseroan ialah :

Pasal 3

-Berusaha dalam bidang industri kabel serat optik, industri kabel

listrik dan elektronik Iasinnya, industri pipa plastik dan

perlengkapannya, perdagangan besar peralatan telekomunikasi

dan aktivitas telekomunikasi dengan kabel.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan -

dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut ; -

f.

kegiatan usaha utama :

l a

i' b.

industri kabel serta optik: kelompok ini mencakup usaha

pembuatan kabel serat optik.
industri kabel listrik dan elektronik Tainnya: kelompok ini
mencakup usaha pembuatan macam-macam kabel
listrik dan kabel elektronik yang dibalut dengan isolator
atau berpenyekat dari baja, tembaga atau aluminium,
seperti kabel komunikast atau telepon, kabel listrik
jaringan tegangan rendah/menengah/tinggi. ---—-—----
industri pipa plastik dan perlengkapannya: kelompok ini
mencakup usaha pembuatan pipa dan selang dari
plastik, sepert! pipa PVC/PE/PP dan selang plastik

PVG/PE/PP! Termasuk tabung plastik dan perfengkapan

pipa.
perdagangan besar peralatan telekomunikasi: kelompok
int menczkup usaha perdagangan besar peralatan

telekomuntkasi, seperti perlengkapan telepon dan

komunikasi.
aktivitas telekomunikasi dengan kabel: kelompok ini
mencakup kegiatan pengoperasian, pemeliharaan atau
penyediaan akses pada fasilitas untuk pengiriman suara,
data, teks, bunyi dan video dengan menggunakan
infrastruktur kabel telekonunikasi, seperti pengoperasian

dan perawatan fasilitas pengubahan dan pengiriman



untuk menyediakan komunikasi itk ke itk melalui
saluran darat, gelombang mikro atau perhubungan
saluran data dan satelit, pengoperasian sistem
pendistribusian kabel {yaitu untuk pendistribusian data
dan sinyal televisi} dan perlengkapan telegrap dan
komunikasi non vocal lainnya yang menggunakan
fasilitas sendirl. Dimana fasilitas transmisi yang
melakukan kegiatan ini bisa berdasarkan teknologi
tunggal afau kombinasi dari  berbagai teknologh
Termasuk pembelian akses dan jaringan kapasitas dari
pemilik dan operator dari jaringan dan menyediakan jasa
telekomunikast yang menggunakan kapasitas ini untuk
usaha dan rumah tangga dan penyediaan akses internet
melaiui operator infrastruktur dengan kabel Kegiatan
penyelenggaraan Jaringan uniuk telekomunikasi tetap
yang dimaksudkan bagi terselenggaranya
telekomunikasi publik dan sirkuit sewa. Termasuk
kegiatan sambungan komunikasi data yang
pengirimannya dilakukan secara paket, *melalui suatu
sentral atau melalui jaringan lain, seperti Public Switched
Telephone Network (PSTN). Termasuk juga kegiatan
penyelenggaraan jaringan teristerial yang melayani
pelanggan bergerak terlentu antara lain jasa radio
trunking dan jasa radio panggil untuk umum, --------r—---
instalasi listrik: kelompok ini mencakup kegiatan
pemasangan instalasi listrik pada bangunan gedung baik
untuk tempat tinggal maupun bukan tempat tinggal,
seperti pemasangan instalasi ' jaringan listrik tegangan
rendah. Termasuk Kkegiatan pemasangan dan
pemeliharaan instalasi listrik bangunan sipil, seperti jalan

raya, jalan kereta api dan lapangan udara, ---—----------—- --

12
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’lg{stalasi telekomunikasi:  kelompok ini  mencakup

kegiatan pemasangan instalasi telekomunikasi pada
bangunan gedung baik untuk tempat tinggal maupun
hukan tempat tinggal, seperti pemasangan antena.
Kelompok ini juga mencakup kegiatan pemasangan,
pemeliharaan dan perbaikan instalasi telekomunikasi
pada sentral teleponfielegraf, stasiun pemancar radar
gelombang mikro, stasiun bumi kecil/stasiun satelit dan
sejenisnya. Termaasuk kegiatan pemasangan transmisi

dan jaringan telekomunikasi,

i. ~kegiatan usaha penunjang
Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud
pada ayat 2, Persercan dapai melakukan kegiatan
usaha pendukung untuk melakukan segala kegiatan -
kegiatan  yang diperlukan, untuk  mendukung

terlaksananya kegiatan usaha utama Perseroan

sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diatas, -----—-———

MODAL

Pasal 4

Modal dasar Perseroan berjumlah Rp. 320.000.000.000,00 (tiga
ratus dua puluh miliar Rupiah) terbagi atas 3.200.000.000 (tiga
miliar dua ratus juta) saham, masing-masing saham bernilal

nominal Rp. 100,00 (seratus Rupiah)

Dari modal dasar tersebut felzh ditempatkan dan disetor penuh
sebesar 25% {dua puluh lima persen) atau sejumlah
800.000.000 (delapan ratus juta) saham dengan nilai nominal

seluruhnya sebesar Rp.80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar

Rupiah) oleh para pemegang saham.
Penyetoran modal dapat pula ditakukan dengan cara selain --—-
dalam bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak
berwujud, yang walib memenuhi ketentuan sebagai berikuf : -

2. benda yang difadikan setoran modal dimaksud wajib ----------
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diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan Rapat
Umum Pemegang Saham Perseroan (selanjuinya dalam
Anggaran Dasar inl cukup disebut dengan “Rapat Umum

Pemegang Saham” atau ‘RUPS"), mengenai penyetoran

tersebut;

b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai
oieh penilai yang terdaftar ¢i Otoritas Jasa Keuangan atau
instansi  yang berwenang  danfatau pelaksananya
{selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut

dengan "QJK"), dan tidak djaminkan dengan cara apapun

juga;

¢. memperoleh persetyjuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan

memperhatikan  perafuran perundang-undangan  dan
’ peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; -~r—rmmmmnee e
‘ d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modaj --—--~
dilakukan dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di
Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan

nilai pasar wajar; dan

=

e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari faba ditahan,

agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal
sendifi, maka iaba ditahan, agic saham, laba bersih
Perseroan danfatau unsur modal sendiri lainnya tersebut
sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir

yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di OJK dengan

pendapat wajar tanpa pengecualian.
-Penyetoran atas saham dari kompensasi/konversi tagihan ~—---
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
dan peraturan yang berlaku dj bidang Pasar Modal. -----ameeeeemv
4. Saham-saham vang masih dalam simpanan akan dikeluarkan
Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga
tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak di

bawah harga pari, dengan mengindahkan peraturan-peraturan

N
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‘5‘ a.

Perseroan dicatatkan.

yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-
undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal,

serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham

Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek ~--——
Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau
Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek vang
mengandung hak uptuk memperoleh saham antara lain
Obligasi Konversi atau Waran} yang dilakukan dengan
pemesanan, maka hal terse.but wajib dilakukan dengan
mermberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada
pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar
Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan
RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas
dalam jumiah yang sebanding dengan jumlah saham yang
telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan

atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal

tersebut;

Hak Memesan Efek Teriebih Dahuly wajib dapat dialinkan

{dan diperdagangkan dalam jangka wakiu sebagaimana

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan
peraturan yang beriaku di bidang Pasar Modal; -—--——-——--—-
Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan
tersebut di atas harus mendapat persetujuan ferlebih dahulu
dari RUPS, dengan syarat-syarat dan jangka wakiu sesuai
dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang
Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana

saham-saham Perseroan dicatatkan;

Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan bieh Perseroan
dan tidak diambil cleh pemegang Hak Memesan Efek

Terlebih  Dahulu  harus dialokasikan kepada semua
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el

pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat
Ekuitas, dengan kefentuan apabila jumiah Efek Bersifat
Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas
yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak
diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumiah
Hak Memesan Efek Teriebih Dahulu yang dilaksanakan oleh
masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan
Elek Bersifat Ekuitas, satu dan fain hal dengan
memperhatikan  peraturan  perundang-undangan  dan
peraturan yang beriaku di bidang Pasar Modal, —-——-——---
e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang
tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana
dimaksud huruf {d} di atas, maka dalam hal terdapat pembeli
siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan
kepada pihak tertenty yang bertindak sebagai pembeli siaga
dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali

ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan

peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; -—-———mee-
f.  Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah te_rjadiﬁ;')a
penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak
yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang
sama vyang diferbitkan oleh Perseroan, dengan tidak

mengurangi  kewajiban  Perseroan unfuk  mengurus

pemberitahuan kepada Mentert Hukum dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia;

g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu kepadé pemegang saham
sebagaimana diatur dalam peraturan di sekior Pasar Modal
yvang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih
Dahulu, balk untuk memperbaiki posisi keuangan maupun
selain untuk memperbaiki posisi keuangan Perseroan, yang

terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan

S
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ls,

"'"memperhatikan peraturan  perundang-undangan  dan

peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang
mengatur tentang penambahan modal tanpa memberikan

Hak Memesan Efek Terfebih Dahuiy;

h. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek
Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti
tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf (a) sampai dengan huruf
(9} di atas apabila ketentuan peraturan perundang-undangan
dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal sera

peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham

Perseroan dicatatkan mengizinkannya.
Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel  untuk
pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek
yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat
dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS terdahulu yang
telah menyetujui  pengeluaran Efek tersebut, dengan
memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang

Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana

saham-saham Perseroan dicatatkan.
Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan -
berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar

dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.---—-
Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal
ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25 % (dua puluh
lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang | ~—---

a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah -----

1 modal dasar;

b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi

[ Manusia Republik Indonesia;

c. penambahan medal ditempatkan dan disetor, sehingga -—-

R\_
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10.

menjadi paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari
modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka wektu paling
lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum

dan Hak Asasi Manusia Republk indonesia sebagaimana

dimaksud dalam ayat 8 butir b Pasal ini;

d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana

dimaksud dalam ayat 8 butir ¢ Pasal ini tidak terpenuhi
sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali
anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan
disetor paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari
modal dasar dengan memperhatikan  ketentuan peraturan
1 perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka wakiu 2

-(dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 8 butir ¢ Pasal

ini tidak terpenuhi;

e. persefujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8
butir a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah

Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir

d Pasal ini.

yd
-

Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penathbahan modal
dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang
mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25
% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai
hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh
Perseroan, dengan fidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk
mengurus persefujuan perubahan anggaran dasar kepada
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas
pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut, ~eeme————-re
Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah ----
dibayar penuh dan pembelian kembali saham tersebut
dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku, khususnya peraturan di bidang Pasar Modal, -

SAHAM
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1

Pasai §

Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham

atas nama.

Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominai
atau tanpa nilai nominal. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal
wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
dan peraturan yang berlaku di bidar;g Pasar Modal, mmemmmmrmmeeee
Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja,
baik perorangan maupun badan hukum sebagai pemilik dari 1
(satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya

tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar

Pemegang Saham Perseroan.

Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa
orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan
untuk menunjuk secara teriulis seorang di antara mereka atau
seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama
dari yang ditunjuk atau diberi kuasa itu saja yang dimasukkan
dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai
Pemegang Saham dari saham yang bersangkutan serta berhak
mempergunakan semua hak yang diberikan oleh hukum yang

timbul atas saham-saham tersebut,

Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan,
maka para pemegang saham tersebut fidak berhak
mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran

dividen untuk saham itu ditangguhkan,

Dalam hal para pemilik bersama lalai untuk memberitahukan
secara fertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil
bersama [fu, Perseroan berhak memberlakukan pemegang
saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham
Perseroan sebagai satu-satunya pemegang saham yang sah

atas saham-saham tersehut.

Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham atau
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iebih dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada
Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil

dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Seluruh  saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat
dijaminkan dengan mengikuti ketentuan peraturan ---re-e- —
perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham,
peraturan perundang-undangan dan peraiuran yang berfaku di

bidang Pasar Modal serta Undang-Undang tentang Perseroan

Terbatas,

Untuk saham Perseroan yang tercatal pada Bursa Efek di
Indonesia, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan
dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan
peraturan Bursa FEfek di tempat di mana saham-saham

Perseroan dicatatkan.

SURAT SAHAM

Pasal 6

Lz.

ls,

Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif padf
Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau pada B;nk
Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif),
Perseroan memberikan bukti pemilikan saham berupa surat
saham atau surat kolektif saham atas nama pemiliknya yang
terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang

berlaku di bidang Pasar Modat serta ketentuan yang berlaky di

Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan

dicatatkan.

Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham --—-

1 diberi sehelai surat saham.
Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2

(dua) atau lebih saham-saham yang dimiliki oleh seorang

pemegang saham.

20



CHRIGTING DWE UTAMI, SH, Mium, Fin,

NOTARIS KOTA ADMINISTRASL JAKARTA BARAT

Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan : --eereeeeee--

a. Nama dan alamat pemegang saham:

b. Nomor surat saham:

c. Tanggal pengeluaran surat saham;

d. Nilai Nominal saham:

e. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.

Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan @ ----

a Nama dan alamat pemegang saham:;

b.  Nomor surat kolektif saham;

¢. Tanggal pengeluaran surat kolektif SAhAM; ~rreememmm e

d. Nilai nominal saham;

€. Jumlah saham dan nomor urut saham yang bersangkutan; -

f. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi.
Surat saham dan surat kolektif saham dan/atay Obligasi
Konversi dan/atau Waran danfatau Efek Bersifat Fkuitas lainnya
yang dapat dikonversi menjadi saham dapat dicetak sesua
dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang
berlaku di bidang Pasar Modal, serta ditandatangani oleh
seorang anggota Direksi dan seorang anggota Dewan Komisaris,
atau tanda fangan tersebut dicetak langsung pada surat saham
dan surat kolektif saham dan/atau Obligasi Konversi dan/atau
Waran danfatau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang

bersangkutan, dengan mengindahkan peraturan perundang-

undangan dan peraturan yang bertaku di bidang Pasar Modal. -
Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada ---—-
Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan afeu pada Bank
Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif),
Persercan menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada
Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau pada Bank
Kustodian yang bersangkutan, yang ditandatangani oleh seorang
anggota Direksi dan secrang anggota Dewan Komisaris, ataw

tanda tangan tersebut dicetak langsung pada sertifikat atau
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konfirmas! tertufis tersebut, sebagai tanda bukti pencatatan
dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan, — -
8. Sertifikat atau konfirmasi tertulis yang diterbitkan oleh Perseroan

untik saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif, sekurang-

kurangnya harus mencantumkan :

a. Nama dan alamat Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan

atau Bank Kustodian yang bersangkuian:

b. Tanggal pengeluaran sertifikat atau konfirmasi tertulis; ——----

o

Jumiah saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi

tertulis:

d. Jumiah nilai nominal saham yang tercakup dalam sertifikat

atau konfirmasi tertulis;

e. Kelentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif

dengan klasifkasi yang sama adalah sepadan dan dapat
dipertukarkan antara satu dengan yang 1ain; —-—-m--eeemeceee
f.  Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk perubahan

sertifikat atau konfirmasi tertulis.

PENCGANT! SURAT SAHAM e

Pasal 7 z

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut

dapat dilakukan jika :

a. pihak yang mengajukan permchonan penggantian saham

’ adalah pemilik surat saham tersebut: dan
1b. Perseroan elah menerima surat saham yang rusak. -

IZ. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak sefelah

memberikan pengganti surat saham.
13. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham

tersebut dapat dilakukan jika :

a. pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham

| adalah pemilik surat saham tersebut:
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b. Persercan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari

Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham

tersabut;

Ic. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham
{ memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi

Perseroan; dan

[d. rencana pengeluaran penggenti surat saham yang hilang
telah diumumkan di Bursa Efek di tempat di mana saham
Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat
belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham. -

{ 4. Biaya uniuk pengeluaran pengganti surat saham itu harus
! ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan. -------—-
| 5. Pengeluaran pengganti surat saham menurut Pasal ini
| mengakibatkan surat aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi.
! 8. Ketentuan dalam Pasal 7 ini, mutatis mutandis juga beriaku bagi
- pengeluaran pengganti surat kolektif saham dan pengganti

sertifikat atau konfirmasi tertulis.

Pasal 8

1. Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan Daftar
| Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan

Perserpan.

t 2. Dalam Daftar Pemegang Saham dimuat sekurang-kurangnya : -

a.  Nama dan alamat para pemegang saham;

b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan saham yang dimiliki

I para pemegang saham;

¢. Jumlah yang disetor atas setiap saham;

d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang

mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima
jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau

tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut; ----rm—smercmmaeee
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T e. Keterangan penyetoran  saham dalam  bentuk lain

| sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 3 Anggaran

Dasar ini:

f. Perubahan kepemilikan saham: dan

g- Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi

dan/atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan

yang herlaku,
’ 3. Dalam Daftar Khusus dimuat keterangan mengenai kepemilikan
saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta

keluarganya dalam Persercan dan/atau pada perseroan lain

serta tanggal saham itu diperoleh:
[ 4. OSeliap perubahan alamat dari pemegang saham wajib
diberitahukan secara tertulis kepada Direksi atau kuasa Direksi
yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi).
Selama pemberitahuan demikian belum diterima, maka semua
surat kepada pemegang saham atay pengumuman dan
pemanggilan untuk RUPS adalah sah jika dikirimkan kepada

alamat pemegang saham yang terakhir tercatat dalam Daftar

-

Pemegang Saham Persercan. -

’ 5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar
l Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya. ~eew---mrmnn-

‘ €. Direksi dapat menunjuk dan memberi kewenangan kepada Biro
Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan dan tata

usaha saham Persercan dalam Daftar Pemegang Saham dan

Daftar Khusus.

| 7. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat melihat
Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam

] kerja Kantor Perseroan.

] 8. Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham

harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan penandatanganan

pencatatan atas perubahan tersebut oleh Direktur Utama atau

salah seorang anggota Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Birb
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WMW/MISH‘B’S& Efek yang ditunjuk Direksi), sesuai dengan

' peratiran perundang-undangan dan perafuran yang berlaku di

bidang Pasar Modal di indonesia,
9. Setiap pendafiaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang ---

Saham temmasuk pencatatan mengenai suafu  penjualan,

pemindahtanganan, pembebanan vang menyangkut saham atau
hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai
dengan ketentuan Anggaran Dasar, dan untuk saham yang
terdaftar pada Bursa Efek di indonesia, dilakukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di
bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di

mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

10. Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan atay ~—-
pemilik hak gadai atau penerima jaminan fidusia, pembebanan
atas saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dan
Daftar Khusus dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi
berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima oleh

Direksi mengenal gadai atau fidusia alas saham yang

-

bersangkutan.

PENITIPAN KOLEKTIF

Pasal 9

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham
Perseroan atas nama lLembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

unfuk  kepentingan pemegang rekening pada Lembaga

Penyimpanan dan Penyelesaian,
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atay ------
Perusahaan Efek yang dicatat dafam rekening efek pada
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama
Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud  untuk

kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau

Pe&sahaan Ffek tersebut.
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3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian

4.

merupakan bagian dari portofolio efek Reksa Dana berbentuk
kentrak investast kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka
Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar
Pemegang Saham Persercan atas nama Bank Kustodian untuk
kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk

kontrak investasi keiekiif tersebut.

Perseroan wajib menerbitkan serifikat atau konfirmasi tertulis
kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana
dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, atau Bank Kustodian
sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini, sebagai tanda
bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. ---

Persercan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektf
yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian atau Bank Kustodian uniuk Reksa Dana berbentuk
kontrak investasi kolektif dalam Daftar Pemegang Saham
Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembagfg,
Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustod?an dimaksud.
Permohonan mutasi disampaikan cleh Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan afau
Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan. ~-----mre-mm-neemnne

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau
Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada
pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam

rekening efek.

Dalam Penitipan Kelektif setfap saham dari jenis dan klasifikasi

| vang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan

dapat diperiukarkan antara satu dengan yang lain, --------—---——-

Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan

| Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah,

kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan
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11.

bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa yang bersangkutan
adalah benar-benar pemilik yang sah dari saham yang hilang
atau musnah tersebut dan surat szham tersebut benar-benar

hilang atau musnah.

Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan
Kolektif apabila saham tersebut dijaminkan, diletakkan dalam sita
berdasarkan penetapan Pengadilan afau disita unfuk

pemeriksaan perkara pidana.

. Pemegang rekening efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan

Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS
sesual dengan jumiah saham yang dimilikinya pada rekening

efek tersebut.

Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan
daftar rekening efek beserta jumiah saham Perseroan yang
dimifiki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank
Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan
kepada Persercan paling lambat 1 (satu} hari kerja sebelum

tanggal pemanggilan RUPS,

. Mangjer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam

RUPS atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolekdif pada
Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolic efek
Reksa Dana berbenfuk kontrak investasi kolektif dan tidak
termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian
tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut

kepada Perseroan paling lambat 1 (satu} hari kerja sebelum

tanggai pemanggilan RUPS.

. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-

hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesalan atas saham dalam Penitipan

Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan
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14.

15.

| 18,

seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut
menyerahkan dividen, szham bonus atau hak-hak lain kepada
Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek uniuk kepentingan

masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan

Perusahaan Efek tersebut.
Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-
hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank
Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank
Kustodian yang merupakan bagian dari portofolic efek Reksa
Dana berbentuk kontrak investasi kelektif dan tidak termasuk
dalam Penit‘tpah Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan

Penyelesaian.

Batas waktu peneniuan pemegang rekening efek yang berhak
untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya
sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif
ditentukan oleh RUPS, dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian
dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang

rekening efek beserta jumlah saham yang dimiliki oleh masing-
rd

—

masing pemegang rekening efek tersebut kepada Lembéga
Penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada fanggal
yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak
untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya,
untuk selanjuthya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1
(satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan
pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen,

saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada ketentuan
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang beriaku di
bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di wilayah

Republik indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan

dicatatkan.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM -—remrrerarmaan
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Pasal 10

Pendaftaran pemindahan hak atas saham wajib dilakukan oleh
Direksi dengan cara mencatatkan pemindahan hak iu dalam
Daftar Pemegang Saham yang hersangkutan berdasarkan akta
pemindahan hak yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak
yang memindahkan dan oleh atau atas nama pihak yang
menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan atau
berdasarkan surat-surat lain yang cukup membuktikan
pamindahan hak itu menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi

ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.
Akta pemindahan hak atau sural lain sebagaimana dimaksud
dalam ayat 1 Pasal ini harus berbentuk sebagaimana ditentukan
danfatau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya
disampaikan kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa
bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang fercatat
pada Bursa Efek di indenesia harus memenuhi peraturan
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang

Pasar Modal di Indonesia.

Pemindahan hak atas saham yang fermasuk dalam Penitipan
Kolekiif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening efek
satu ke rekening efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek. ——---
Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila
semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. Segala
tindakan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal ini,
membawa akibat bahwa suara yang dikeluarkan datam RUPS
untuk saham itu dianggap tidak sah, sedang pembayaran dividen

atas saham itu ditangguhkan.

Pemindzhan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar
FPemegang Saham dan Daftar Khusus, maupun pada suraf

saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan. Catatan itu
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harus diberi tanggal dan ditandatangani cleh Direktur Utama

afau safah seorang anggola Qireksi atau kuasa [ireksi yang sah

(Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Direksi).
Direksi atas kebljaksanaan imereka sendiri dan dengan
memberikan alasan untuk  #tu, dapat menoclak unfuk
menda.ftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar
Pemegang Saham apablla ketentuan dalam Anggaran Dasar

tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam

pemindahan saham tidak terpenubhi.

Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak

- atas saham, maka Direks! wajib mengirimkan pemberitahuan

penclakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya
selambat-lambatnya 30 ({tiga puluh) hari setelah tanggal
permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi. —--------
Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek, -----
setiap peneciakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham
vang dimaksud harus dilakukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dan peraturan vang berlaku di bidanEJ

-~

Pasar Modal di Indonesia serta peraturan Bursa Efek di tempat

di mana szham-saham Perseroan dicatatkan.

Setiap orang yang memperoleh hak atas saham karena
kematian seorang pemegang saham atau karenaz sebab lain
yang mengakibatkan kepemilikan suatu saham beralih demi
dan/atau berdasarkan hukum, dengan mengajukan bukii haknya
sebagaimana sewakiu-wakiu disyaratkan oleh Direksi, dapal
mengajukan permohonan secara fertulls untuk didaftarkan
sebagai pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran
hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukii
hak itu, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran
Dasar, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang

bertaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.

-~y

\
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m pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran

;1 Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham

dan pendaflaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku
pula secara mufatis mutandis terhadap setiap peralihan hak

menurut ayat 8 Pasal ini.

11. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik
asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham tetap
dianggap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari
pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal
tersebut  dengan  memperhatikan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang

Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di tempat di mana

saham-saham Perseroan dicatatkan.

12. Pemindahan hak atas saham yang tercatat di Bursa Efek di
indonesia  dan/atau  saham vang diperdagangkan di
- Pasar Modal, dilakukan sesuai dengan Ketentuan peraturan
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang
Pasar Modal di Indonesia serta .ketentuan Bursa Efek di tempat

di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

DIREKS!

Pasal 11
1. Perseroan diurus dan dipimpin cleh Direksi yang terdiri dari

sekurang-kurangnya 2 {dua orang anggota Direksi, seorang di
antaranya diangkat sebagai Direktur Utama, bilamana diperlukan
dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama, dan
yang lainnya diangkat sebagai Direktur, dengan memperhatikan

peraturan perundang-undangan dan peraturan yang bertaku di

bidang Pasar Modal.

2. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan
yang memenuhi persyaratan sesuali dengan peraturan
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang

Pasar Modal.
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Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Direksi dilakukan
dengan memperhatikan keahlian, pengalaman sérta persyaratan
lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -
Satu periode masa jabatan anggota Direksi adalah 3 (tiga} tahun
atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1
(satu} periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi
hak RUPS untuk memberhentikan anggola Direksi lersebut
sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan
menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang
bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna
membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian
berlaku  sejak  penhutupan  RUPS  yang memutuskan
pemberhentiannya kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS. -

Setelzh masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat

diangkat kembali oleh RUPS.
Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan -

tunjangan lainnya yang besarnya ditentukan oleh RUPS dan

-~
wewenang tersebut cleh RUPS dapat dilimpahkan kepada

Dewan Komisaris.

Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi
fowong, yakni jumiah anggota Direksi kurang dari jumlah yang
ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90
(sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib
diselenggarakan RUPS uniuk mengisi lowongan itu. Masa
jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut
adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya

telah menjadi lowong tersebut.

Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi
lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak

terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS
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. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila ;

L a O

untuk mengangkat Rireksi baru, dan uniuk sementara Perseroan

diurus oleh Dewan Komisaris,

Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya -———
sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan

permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan, -—---

. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS uniuk memutuskan

permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90

(sembilan puluh) harl setelah diterimanya permohonan
pengunduran diri tersebut. Kepada anggoia Direksi yang
mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat
dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang
bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya

dalam RUPE tersebut,

. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada —---

masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 9 dan
10 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan

peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga

[ mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang

diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah
apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota

Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal

jumiah anggota Direksi tersebut.

a. Meninggal duniz; -

b. Masa jabatannya berakhir; -

¢. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUFS; -r--r-reommm - --

tzkan pailit ataw ditarup di bawah  pengampuan

4
i bemdasarkan suatu keputusan Pengadilan; —

& Tidad lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi

bemlasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan

TR

AT

§ perundang-undangan yang berlaku.
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TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -evemmmaciea

]&

Pasal 12

Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas
pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dan:
dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan, --------—---—----—-
Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung
jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-

hatian, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan

vang berlaku dan Anggaran Dasar.

Tugas pokok Direksi adalak

a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai

dengan maksud dan tujuan Perseroan serta senantiasa

I berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Persercan;
b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayazan Perseroan;
c. Menyusun rencana kerja fahunan yang memuat anggaran
tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan

Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan

Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan
-

Ea

datang. *

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan
langgung jawabnya, Direksi dapat membeniuk komite dan
berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kineija komite
tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan, serta untuk
mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang
baik cleh Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta
berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris
perusahaan atau susunan unit kerja sekretars perusahaan

berikut penanggung jawabnya.

Getiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung —--
renteng atas kerugian Persercan vyang disebabkan oleh

kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menialankan
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tugasnya. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan

atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan : —---sesswem-

a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau

I kelalaiannya;

b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh -—---

tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan
sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;---————-----
! ¢y fidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung

maupun fidak langsung atas tfindakan pengurusan yang

mengakibatkan kerugian; dan

[ d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau -—---

| berlanjutnya kerugian tersebut,
‘5, Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar
Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian,
mengikat Persercan dengan pihak lzin dan pihak lain dengan
- Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, bak yang
mengenai  kepengurusan maupun  kepemilikan, dengan
pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam ayat 6 Pasal

ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan

\

peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia. -

‘ 6. Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut ;

| a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan

{tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) kecuali
[ dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari;
b. mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung; ---———---
¢.  menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas ---
benda tidak bergerak milik Persercan yang nilainya kurang

dari 50% {lima puluh persen) dari aset Perseroan yang tidak

termasuk dalam ayat 7 Pasal ini;
d. membeli, menerima pengoperan/penyerahan atau cara iain

memperoleh hak-hak atas benda tidak bergerak; ——---------e--
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’Wenjaminkan harta kekayaan Perseroan dengan nilai kurang

dari 50% (iima puluh persen) dari total seiﬁruh harta
kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dengan
memperhatikan ketentuan ayat 7 Pasal ini; --—-----------—---—-
-harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan
memperhaiikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, ---------—moe-

Untuk menjalankan perbuatan hukum ;

[ 2. mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 1/2

9.

(saiu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan
atau merupakan seluruh haria kekayaan Perseroan, baik
dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang

berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam

jangka waktu 1 {satu) tahun buku; atau

'b. menjadikan jaminan utang kekayaan Persercan yang

jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah
kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta

kekayaan Perseroan, balk dalam 1 (satu) transaksi atau
s

-

beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang

berkaitan satu sama lain;

Direksi harus mendapat persetujuan dari RUPS sesual dengan
Pasal 23 ayat 1 huruf ¢ Anggaran Dasar ini dengan
memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Medal.

Uniuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang --—--
memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis
pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang
saham, dengan kepentingan ekonomis Persercan, Direksi

memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal

23 ayat 9 Anggaran Dasar ini.

a. Secgrang anggota Direksi tidak berwenang mewakil

Perseroan apahila :




CHRISTINA DWI UTAME, SH, MHum, MKn,
NOTARIS KOTA ADMINISTRASE JAKARTA BARAT
i. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan

[ anggota Direksi yang bersangkutan;

[_ii, anggota Dirgksi  yang bersangkutan  mempunyai

{ kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan

Perseroan,

f fi. anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk
sementara sebagaimana dimaksug dalam Pasal 15 ayat
8§ Anggaran Dasar ini, terhitung sejak keputusan
nemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris

sampai dengan :

1) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau -
\ membatalkan pemberhentian sementara tersebut;

atau

l 2} lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud ---

1 pada Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar ini. —--wmm--

- ' b. Dalam hal tersebuti dalam ayat 9 butir a Pasal ini, yang --—--
berhak mewakili Persercan {dengan tidak mengurangi

ketentuan dalam Anggaran Dasar ini} adalah : ——--—-memcmmeaen

i. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan

’ kepentingan dengan Perseroan;
’EEA Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi
mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;

atau

‘ iii. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh

anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai

benturan kepentingan dengan Perseroan. --——m-eewes—mv
Ic‘ Keteniuan dalam ayat 8 butir a dan butir b Pasal ini tidak

! mengurangi ketentuan Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini.
} 10. a. Direktur Utama, berhak dan berwenang bertindak untuk dan
| atas nama Direksi serta mewakili Perseroan; ———rmvsmmreme—

b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan ----—
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karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan
kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya,
berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama

Direksi serta mewsakili Perseroan,

. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan

tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai
wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan
atas ftindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa,
wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesual dengan

Anggaran Dasar.

. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan

dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.

. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi

ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat
dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal RUPS tidak
menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota

Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi, —--------——---

. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib

e

bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkanocleh RUPSj

. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi yang belum

diatur dalam Anggaran Dasar mengacu pada Peraturan QJK di
bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan

lainnya yang berlaku.

RAPAT DIREKSI

Pagal 13

Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara berkala paling
kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan, dan mengadakan Rapat
Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang
1 {satu) kali dalam 4 (empat} bulan, kecuali bilamana dipandang
perlu atas permintaan seorang atau lebih anggota Direksi atau
atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris, atau atas

permintaan tertulis darl 1 (satu) pemegang saham atau lebih
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waRISTiNG DWI UTAMI, SH, MBum, MEu,

NOTARIS KOTA ADAMINISTRAST JA KARTA BAT

yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh)
bagian dari jumiah seluruh saham dengan hak suara yang sah,
den_gan menyebutkan hal-hal yang akan dibicarakan. -----——-—--
Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang
berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut

Ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar,

Pemanggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat ~--
tercatal, atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada
setiap anggota Direksi dengan mendapat tanda terima atau
dengan telegram, telex, faksimite yang ditegaskan dengan surat
tercatal selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat
diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan
dan tanggal rapat, dengan ketentuan bahwa seluruh anggota
Direksi (atau penggantinya, tergantung kasusnya) dapat, dengan

tertulis, mengabaikan persyaratan ini atau setuju dengan

panggilan yang lebih pendek.
Pemanggilan Rapat Direksi harus mencantumkan antara lain
tanggal, wakiu, tempat dan agenda rapat yang berisikan hal-hal
yang akan dibicarakan dafam rapat tersebut, dan disertai dengan
dokumen-dokumen yang berhubungan dengan diskusi dalam

rapat.

Rapat Direkst diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di
tempat kegiatan usaha utama Perseroan di dalam wilayah
Republik Indonesia. Apabila semua anggota Direksi hadir atau
diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan
dan Rapat Direksi dapat diadakan di manapun di dalam wilayah
Republik Indonesia sebagaimana yang ditentukan oleh Direksi

dan Rapat Direksi tersebut berhak mengambil keputusan yang

sah dan mengikat.
Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur {Jtama, dalam hal Direktur
Utama tidak hadir atauy berhalangan karena sebab apapun juga,

hai mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Rapat
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‘10.

_ I 11. a. Setiap anggota Dieksi yang hadir berhak mengeluarkan 1

Direksi akan dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang
dipilih oleh dan dari antara para anggota Direksi yang hadir
dan/atau diwakili dalam Rapat Direksi yang bersangkutan. -~

Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi

'hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa

yang diberikan khusus untuk keperluan tersebut, -~----r--m-easrmceen
Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan -----
yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua)
bagian dari jumiah anggota Direksi hadir atau diwakili secara sah

dalam rapat tersebut,

Keputusan Rapat Dfreksi harus diambil berdasarkan
musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan
diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara seiuju

lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang sah

yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.
Apabila suara yang setuju dan yang tidak sefuju berimbang, -----
maka Ketua Rapat Direksi yang akan menentukan. -—----—--—- -
-

l {safu} suara dan tambahan 1 {satu) suara untuk sefiap

anggota Direksi lain yang diwakilinya.

i k. Pemunguian suara mengenai diri orang dilakukan dengan

surat suara tertulup tanpa tanda tangan, sedangkan
pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara

lisan kecuali Ketua Rapat Direksi menentukan lain tanpa ada

keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang hadir, ~-—-

1 ¢. Suara abstain (blanko) dianggap mengeluarkan suara yang

o

1 sama dengan dengan suara mayoritas yang mengeluarkan

suara dalam rapat.
Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam
Rapat Direksi harus dibuat Risalah Rapat Direksi. Risalah Rapat

Direksi oleh secrang notulis yang ditunjuk oleh Ketua Rapat
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13.

14,

Direksi dan setelah Risalah Rapat Direksi dibacakan dan
dikonfirmasikan kepada para peserta Rapat Direksi, kemudian
ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dalam
Rapat Direksi dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi,
dalam hal terdapat anggota Direksi yang tidak menandatangani
Risalah Rapat Direksi, yang bersangkutan wajib menyebutkan
alasannya secara tertulis dalam surat tersendirt yang dilekatkan
pada Risalah Rapat Direksi. Risalah ini merupakan bukti yang
sah untuk para anggota Direkst dan untuk pihak ketiga mengenai
keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan. Apabila
Risalah dibuat oleh Notaris, penandatanganan demikian tidak

disyaratkan.

Direksi dapat juga mengambil keputusan ;ang sah fanpa
mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota
Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul keputusan
vang dimaksud dan semua anggota Direksi memberikan
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis tersebut
dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang
diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama
dengan keputusan yang diembil dengan sah dalam Rapat

Direksi,

Rapat Direksi dapat diadakan melalui jarak jauh (seperti
telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik
lainnya) apabila cara tersebut memungkinkan semua peserta
saling mendengar atau melihat dan mendengar secara langsung
serta berpartisipasi dalam rapat. Persyaratan kuorum dan
persyaratan pengambilan keputusan untuk rapat-rapat jarak jauh

tersebut sama dengan persyaratan rapat biasa, - emermeeem-

. Ketentuan mengenai Rapat Direksi yang belum diatur dalam

Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar

Modal.
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DEWARN KOMISARIS

Pasal 14
Dewan Komisaris terdiri dart sekurang-kurangnya 2 {dua) orang
anggote Dewan Komisaris, seorang di anfaranya diangkat
sebagal Komisaris Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat
seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama, dan yang lainnya
diangkat sebagai Komisaris. Persercan wajib memiiiki Kemisaris
independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. ------mmmssnnr-mmnne—-
Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang
perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di

bidang Pasar Modal.

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris

dilakukan dengan memperhatikan persyaratan lain berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Satu periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 3
(tiga) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahuné'}:e
pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan
tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentkan anggota
Dewan Komisaris fersebut sewakiu-waktu sebelum masa
jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya setelah
‘anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan
untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS

tersebuf. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan

RUPS vang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali

tanggal fain ditentukan oleh RUPS.

Setelah masa jabatan berakhir anggota Dewan Komisaris

tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau

honorarium dan tunjangan yang besarnya ditentukan oleh RUPS.

42



7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Dewan

I«o.

w tersebut,

.

Komisaris lowong, yakni jumiah anggota Dewan Komisaris
kurang dari jumiah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka
dalam jangka waktu 80 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya
lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi
lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk
mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari

anggota Dewan Komisaris yang abatannya telah menjadi

lowong tersebut,
Anggota Dewan Kemisaris dapat mengundurkan diri dari ~-w----
jebatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib
menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada

Persercan.

Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan
permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling
lambat 80 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan
pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Dewan Komisaris
yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap
dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan
yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya

dalam RUPS tersebut.

Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada ---—--
masyarakat dan menyampaikan kepada QJK terkait ayat 8 dan 9
Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. «ememssninee—
Dalam hal anggota Dewan Xomisaris mengundurkan diri
sehingga mengakibatkan jumlah anggeta Dewan Komisaris
menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka
pengunduran dirf tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh
RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru

sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan
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12. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila : ——r—-—

|

a.

b.

Meninggal dunia;

Masa jabatannya berakhir,

Diberhentikan berdasarkan RUPS;

Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan

berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggeota Dewan
Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan

peraturan perundang-undangan lainnya.

i 13. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam

Anggaran Dasar mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar

Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang

beriaku

- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS ----—

1. Dewan Komisaris bertugas :

a.

Pasgal 15

melakukan pengawasan dan berfanggungjawab atas

pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya

Ve

pengurusan pada 'umumnya, baik mengenai Perserdan

maupun usaha Pefseroan, dan memberi nasihat kepada

Direksi;
memberikan persefujuan atas rencana kera tahunan
Persercan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya iahun

buku yang akan datang;

melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya
menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS; —--——-
melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai
dengan ketentuan Anggaran Dasar Persercan dan

keputusan RUPS;

meneliti dan menelaah laporan iahunan yang dipersiapkan

oleh Direksi serfa menandatangani laporan tahunan tersebut,

T~
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f. mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-
undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip
profesionalisme, efisiensi, transparans, kemandirian,
akuntabiiitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran. ---------

’ g. melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesual
dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan
tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan
Komisaris wajib membentuk maupur menentukan susunan
komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan
cleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku
di Pasar Modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap

kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku

Perseroan.

- 2. Sehubungan {fugas Dewan Komisaris sebagaimana yang

‘ dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban:
a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan. -

b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal

Persercan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok,

segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran

mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh, —--—--—--

I ¢. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenal

| setiap persoalan [ainnya yang dianggap penting bagi

‘pengeloiaan Persercan.

I d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan cleh

‘ RUPS.
l e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan
I pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan

Perseroan.

’ 3. Dewan Komisaris setiap wakiu dalam jam kerja kantor Perseroan

herhak memasuki bangunan dan halaman atau tfempat lain yang
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dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak
memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti Iainnya,
bersediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang
kas {untuk keperiuan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta
berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan
oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota
Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal
yang ditanyakan cleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli

yang membantunya.

Jika dianggap periu, Dewan Komisaris berhak meminia bantuan

tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka wakiu

terbatas atas beban Perseroan.
Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur
oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris
dapat dibaniu oleh seorang sekretaris yang diangkat cleh Dewan

Komisaris atas beban Perseroan.

Dewan Komisaris sefiap waktu berhak memberhentikan untuk
sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari
jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindéi
berlentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan
perundang-undangan  yang  berlaku  atau  melalaikan

kKewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi

Persercan.
Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara terfulis
kepada yang bersangkutan dengan diserial alasan dari tindakan

tersebut.

Dalam jangka waldu paling lambati QD {sembilan puluh) hari ---—
setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris
wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau
menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan
kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi

kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membeia diri dalam

T~
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RUPS tersebut. RUPS tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama
dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan
karena sebab apapun juga, hal mana tidak periu dibuktikan
kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh salah
seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal
seluruh anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan
karena sehab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan
kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh seorang yang
dipiih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa
pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan.
Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini
tidak diadakan dalam jangka wakiu 90 (sembilan puiuh} hari
sefelah  tamggal pemberhentian sementara iu, maka

pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum

dan yang bersangkutan berhak menduduki kembali jabatannya. -
- &. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara
dan Perseroan tidak mempunyai secrangpun anggota Direksi,
maka untuk sementara Dewan Kemisaris diwajibkan untuk
mengurus Persercan, dalam hal demikian kekuasaan sementara

kepada seorang atau lebih di anfara mereka atas tanggungan

mereka bersama.

10. Dalam kondisi tertentuy, Dewan Komisaris  waijib

menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesual
dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran

Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.

i 1. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan
Perseroan dalam keadaan terfentu untuk jangka waktu tertentu,

sehbagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau

keputusan RUPS.
12. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris

yang belum diatur dalam Anggaran Dasar mengacu pada
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Peraturan QJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta

peraturan perundangan lainnya yang berlaku.

RAPAT DEWAN KOMISARIS ————————-

Pasal 16

Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris

" secara berkala paling kurang 1 (satu} kali dalam 2 (dua) bulan,

dan mengadakan Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi
secara berkaia paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 {empat) bulan,
dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan
peraturan yang bertakuy di bidang Pasar Modal, kecuali bilamana
dipandang perlu oleh Komisaris Utama atau oleh 1/3 (satu per
tiga) bagian dari jumiah anggeota Dewan Komisaris atau atas
permintaan tertulis dari Rapat Direksi atau atas permintaan dari 1
(satu} pemegang saham atau lebih yang bersama-sama memiliki
sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumiah seluruh

saham dengan hak suara yang sah, dalam rapat mana Dewan

Komisaris dapat mengundang Direksi.
Pemanggilan Rapai Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris
Utama, dalam hai Komisaris Utama berhalangan. oleh anggﬁ{;
Cewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama, -—--------
Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris, baik untuk anggoia -
Dewan Komisaris maupun untuk anggota Direksi disampaikan
dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan
mendapat {anda terima yang layak, atau dengan telegram, telex,
faksimile  yang | ditegaskan  dengan  surat  tercatat
selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari dan dalam hal

mendesak selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum rapat

diadakan.

Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus mencantumkan -
artara lain tanggal, waktu, tempat dan agenda rapat yang

berisikan hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat tersebut,
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dan disertai dengan dokumen-dokumen yangd berhubungan

' dengan diskusi dalam rapat.

5. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan
Persercan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan di
dalam wilayah Republik Indonesia. Apabila semua anggota
Dewan Komisaris hadir atau diwalkil, pemanggilan terlebih
dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris
dapat diadakan di manapun di dalam wilayah Republik Indonesia
sebagaimana yang ditentukan cleh Dewan Komisaris dan Rapat
Dewan Komisaris tersebut berhak mengambil keputusan yang

sah dan mengikat.

6’. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam
hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab
apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak
ketiga, maka Rapat Dewan Komisaris akan dipimpin oleh salah
sgorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari

antara para anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau

diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan, ------
t 7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat
Dewan Komisaris hanya oleh anggeta Dewan Komisaris lainnya

berdasarkan surat kuasa yang diberikan khusus untuk keperiuan

tersebut.
8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil --—-
keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu
per dua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau

diwakili secara sah dalam rapat tersebut.

9, Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan
musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan
diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara sefuju
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumiah suara yang sah

yang dikeluarkan dalam rapat.

T~
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10. Apabila suara yang setuju dan tidak sefuju berimbang, maka

l Ketua Rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan,

& 1{ & Setiap anggota Dewan WKomisaris vyang hadir berhak
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara
untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.

l h. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan
surat suara tertutup tanpa tanda iangan, sedangkan
pemungutan suara mengenai hal-hal lzin dilakukan dengan
lisan kecuali Ketua Rapat Dewan Komisaris menentukan lain

tanpa ada keberatan berdasarkan suara terbanyak dari yang

hadir,

¢. Suara abstain (blanke) dianggap mengeluarkan suara yang

sama dengan dengan suara mayoritas yang mengeluarkan

suara dalam rapat,

1 12. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam
Rapat Dewan Komisaris harus dibuat Risalah Rapat Dewan
Komisaris oleh secrang notuils yvang ditunjuk oleh Ketua Rapat
Dewan Komisaris dan setelah Risalah Rapat Dewan Komisaris
dibacakan dan dikonfirmastkan kepada para peseria Rap’étr
Dewan Komisaris, kemudian ditandatangani cleh seluruh
anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat Dewan
Komisaris dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan
Komisaris, dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang
tidak menandatangani Risalah Rapat Dewan Komisaris, yang
bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara teriulis
dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada Risalah Rapat
Dewan Komisaris. Risalah ini merupakan bukti yang sah untuk
para anggota Dewan Komisaris dan untuk pihak ketiga mengenai
keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan, Apabila
Risalah dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak

disyaratkan.

T
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13. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah
tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan
semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis
mengenai usul keputusan yang dimaksud dan semua anggota
Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang
digjukan secara terfulis tersebut dengan menandatangani
Ipersetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara

demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan

yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris, wwww---
.14, Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan melalui jarak jauh
(seperti telekonferensi, video konferensi atau sarana media
elektronik lainnya) apabila cara tersebut memungkinkan semua
peserta saling mendengar atau melihat dan mendengar secara
langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Persyaratan kuorum

dan persyaratan pengambilan keputusan untuk rapat-rapat jarak

jauh tersebut sama dengan persyaratan rapat biasa, w-ss-=---mnn--
158, Ketentuan mengenai Rapat Dewan Komisaris yang belum diatur
dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-

undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di Pasar

Modal.

------------------ RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN weerereem-

LAPORAN TAHUNAN

Pasal 17

1. Tahun buku Persercan berjalan d¢ari tanggal 1 (satu) Januari dan
berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang
sama. Pada akhir bulan Desember flap fahun, buku-buku

Persercan ditutup.

2. Direksi menyampaikan rencana kerja tahunan yang memuat juga

anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk

mendapat  persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum
dimulainya tabun buku yang akan datang. Rencana kerja

tahunan tersebui disampaikan, sebelum dimulainya tahun buku
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yang akan datang, dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang

Pasar Modal.

Direksi menyusun Laporan Tahunan yang di antaranya memuat
taporan keuangan terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi
tahun buku yang bersangkutan beserta laporan lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
vang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK,
serta telah ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan
anggota Dewan Komisaris untuk diajukan kepada dan guna
mendapatkan persetujuan dan pengesahan dalam RUPS
Tahunan, dalam jangka waktu paling lambat 6 {epam) bulan
setelah tahun buku Perserocan berakhir. Laporan tahunan
tersebut sudah tersedia untuk para pemegang saham di kantor
Persercan sebelum fanggal RUPS Tahunan diselenggarakan,
dengan jangka waktu sebagaimana ditetapkan oleh peraturan
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang

Pasar Modal.

-

Sebelum menandatangani Laporan Tahunan tersebut dalam ay’z;t
3 Pasal ini, Dewan Komisaris akan menelzah dan menilai
Laporan Tahunan tersebut dan untuk keperluan mana dapat
diminta bantuan tenaga ahli atas biaya Perseroan dan kepada
siapa Direksi wajib memberikan keterangan yang diperiukan. —-
Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba Rugi
Perseroan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang
berperedaran nasional, dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang

Pasar Modal.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM —--cevoamom-

Pasal 18

Rapat Umum Pemegang Saham ("‘RUPS") dalam Perseroan ----

adalah ;
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a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 —-

Anggaran Dasar ini.

l b. RUPS lainnya, vang selanjutnya dalam Anggaran Dasar -----
disebut RUPS luar Biasa yaitu RUPS yang diadakan
sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan, sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 Anggaran Dasar ini. —--——-wmmenen

2. Yang dimaksud dalam Rapat Umum Pemegang Saham

("RUPS"} dalam Anggaran Dasar ini berarti kedua-duanya yaitu
RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan iegas

dinyatakan lain.

l 3. Satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama ---
mewakili 1/10 (satu per sepuluh} bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara, dapal meminta agar diselenggarakan
RUPS. Permintaan tersehut digjukan kepada Direksi dengan

surat tercatat disertai alasannya.

P ' 4. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud -

padza ayat 3 Pasal ini, harus ;

i. dilakukan dengan itikad baik;
i, mempertimbangkan kepentingan Perseroan; «~---—-----=—r—--

fii. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan ------

‘ RUPS;

i iv. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus ----

l diputuskan dalam RUPS;
! v. tidak bertertangan dengan peraturan perundang-undangan

1 dan Anggaran Dasar ini.

I 5. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang
saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari
terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS
sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, diterima Direksi. -

16, Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS

{wmana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini, pemegang saham
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dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS

kepada Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada
pemegang saham dalam jangka wakiu paling lambat 15 (lima
belas) hari terhitung sejak tanggal perminiaan penyelenggaraan
RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini diterima

Dewan Komisaris.

Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan ~~—-----
pengumuman RUPS dalam jangka wakiu sebagaimana
dimaksud dalam ayat 5, dan ayat 7 Pasal ini, Direks! atau Dewan

Komisaris wajib mengumumkan :

i. terdapaf permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang

saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini; dan--

ii. alasan tidak diselenggarakannya RUPS;
~delam jangka waktu paling lambat 15 {lima belas) hari sejak
diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang

saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 5, dan ayat 7 Pasal

ini;
-Pengumuman tersebuf paling kurang melalui media: -----------—---
a. 1 {satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang

berperadaran nasional;

b. situs web Bursa Efek; dan
¢. situs webh Perseroan dalam Bahasa indonesia dan bahasa -
asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan
paling kurang bahasa Inggris, yang keduanya memuat

informast yang sama.

Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman
RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal inj
pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal
ini, dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS,

kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi
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10.

11.

tempat kedudukan Perseroan uniuk menetapkan pemberian izin

diselenggarakannya RUPS.

Pemegang saham vyang felah memperoleh penetapan
pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana

dimaksud pada Pasal ini, wajib:

a. meiakukan penguImumarn, pemanggilan akan
diselenggarakan RUPS, pengumuman ringkasan risalah
RUPS, atas RUPS yang diselenggarakan sesuai dengan
ketentuan Pasal Ini, dengan memperhatikan ketentuan
Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar

Modal;

b. melakukan pemberitahuan akan diselenggarakan RUPS dan
menyampaikan buktli pengumuman, bukt pemanggilan,
risalah RUPS, dan bukti pengumuman ringkasan risalah
RUPS kepada QJK, atas RUPS yang diselenggarakan
sesual dengan ketentuan Pasal ini, dengan memperhatikan
ketentuan Anggaran Dasar dan perafuran yang berlaku di

bidang Pasar Modal;

c. melampirkan dokumen yang memuat nama pemegang -—---
saham serta jumiah kepemilkan sahamnya pada Perserocan
yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk
menyelenggarakan RUPS dan penetapan pengadilan dalam
pemberitahuan  sebagaimana dimaksud pada huruf b,
kepada OJK terkait akan diselenggarakan RUPS fersebut. -

Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 Pasal

ini, wajib fidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka

waktu paling sedikit 8 {(enam) bulan sejak RUPS, jika permintaan
penyelenggaraan RUPS vyang dimohonkannya dipenuhi oleh

Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh pengadilan. -

Pasal 18

RUPS Tahunan diselenggarakan tiap fahun, selambatnya 6 v
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{enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.

2. Datam RUPS Tahunan :

|

" a. Direksi mengajukan iaporan tahunan yang telah ditelaah oleh

Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS
Tahunan, faporan tahunan tersebut sekurang-kurangnya
harus memuat laporan keuangan yang telah disusun dan
diaudit sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-
undangan yang berlaku, termasuk peraturan yang berlaku di
bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di
mana saham-saham Perseroan dicatatkan, serta laporan-

laporan lain serta informasi yang disyaratkan oleh peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

b. Diputuskan penggunaan laba Perseroan;

¢. Dilakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar atau
pemberian kuasa untuk melakukan penunjukan akuntan
publik yang terdaftar dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang

Pasar Modal:

-
4

I d. Jika perlu melakukan pengangkatan dan/atau perubahan

susunan anggota Direksi dan anggoia Dewan Komisaris
‘ Perseroan;

[e. Dapat diputuskan hal-hal lain yang digjukan secara
’ sebagaimana mestinya dalam RUPS Tahunan, sesuai

dengan ketentuan Anggaran Dasar.

’ 3. Pengesahan danfatau persetujuan Laporan Tahunan oleh RUPS
Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan
tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge)
kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas
pengurusan dan pengawasan yang felah dijalankan selama

tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam

Laporan Tahunan.

o--=---RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA--amo— -
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o

-1 Pasal 20

RUPS Luar Biasa diadakan tiap-tiap kali, apabila dianggap perlu oleh
Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham,
dengan memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran

Dasar ini dan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang

berlaku di bidang Pasar Modal,

TEMPAT DAN PEMANGGILAMN —rrrmm-vssasenran

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -rre--awmemrnen

Paszai 21

1. RUPS dapat diadakan di ;

a. tempat kedudukan Perseroan; atau
I b. tempat Perseroan menjalankan kegiatan usaha utamanya; -

} atau

’ c. ibuketa provinsi di mana tempat kedudukan atau tempat —-—-

| kegiatan usaha utama Perseroan; atau

- 1 d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek di mana  saham-

‘ saham Perseroan dicatatkan;

-dengan ketentuan RUPS tersebut wajib diselenggarakan datam
wilayah Negara Republik Indonesia.

2. Perserocan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan

mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja
sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan
tanggal pengumuman RUPS, dalam hal terdapat perubahan
mata acara RUPS maka Persercan wajib menyampaikan
perubahan mata acara kepada OJK paling lambat pada saat
pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan  ketentuan

peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di

bidang Pasar Modal.
3. Paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan
pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal
pengumuman dan tanggal pemanggilan, pihak yang berhak

untuk memberikan pemanggilan, melakukan pengumuman
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kepada para pemegang saham, paling kurang melalui media

sebagai berikut ;

a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang

berperedaran nasional®

b. silus web Bursa Efek; dan

¢. situs web Perseroan dalam Bahasa indonesia dan bahasa —
asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan
paling kurang bahasa Inggris, yang keduanya memuat

informasi yang sama.

Pengumuman tersebut, paling kurang memuat ; —--cramer
a. ketentuan pemegang saham vyang berhak hadir dalam

RURS;

v

ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan ~-—

’ mata acara RUPS:

tanggal penyelenggaraan RUPS; dan

d. tanggal pemanggilan RUPS.
Pemanggilan untuk RUPS wajib dilakukan paling lambat 21 (dua
puluh satu) hari sebejum tanggal RUPS, dengan tidak
memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUF{é’.
Ketentuan media pengumuman pada ayat 3 Pasal ini, berlaku

secara sesuai (mutatis mutandis) untuk pemanggilan tersebut, --

Pemanggilan RUPS, paling kurang memuat informasi ; --—-----—-

a. tanggai penyelenggaraan RUPS;

b. waktu penyelenggaraan RUPS:

c. tempat penyelenggaraan RUPS:

d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam

' RUPS;
e. mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata

acara tersebut;

f. infermasi yang menyatakan bahan terkait mata acara RUPS
tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya

pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan.
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Tﬁemanggi[an RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan : ----

’1.

' i

Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka

waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua

ditangsungkan;
Dalam pemanggitan RUPS kedua harus menyebutkan
RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai

kuorum kehadiran;

RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh
satu) hari setelah RUPS pertama dilangsungkan; ----—---
Ketentuan media pemanggilan RUPS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal ini, mutatis mutandis beriaky

untuk pemanggilan RUPS kedua.

! k. Pemanggilan RUPS ketiga ditakukan dengan ketentuan: -

| i
] i,

Pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan

ditetapkan oleh OJK;

Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan RUPS
kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum

kehadiran.

16. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah --

hadir atau diwakii dalam RUPS, maka pengumuman dan
pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan
ayat 4 Pasal ini tidak menjadi syarat dan dalam RUPS tersebut
dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal
yang akan dibicarakan, sedangkan RUPS dapat diselenggarakan

di manapun juga dalam wilayah Republik Indonesia. ~eee--nsmmmne-

7. Usul Pemegang saham akan dimasukkan dalam acara RUPS,

jika

a. Usul tersebut diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh

seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama
mewakili sekurang-kurangnya 1/20 (satu per dua puiuh)

bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; dan ---
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Usul tersebut diterima cleh Direksi paling lambat 7 (tujuh)

hari sebelum tanggal pemanggilan untuk RUPS yang

bersangkutan; dan
Usul tersebut, dilakukan dengan itikad baik
mempertimbangkan kepentingan Perseroan, menyertakan
alasan dan bahan usulan mata acara RUPS, usul tersebut
merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan
RUPS, serta tidak bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan.

8. Perseroan waijib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi «-

pemegang saham, dengan ketentuan :

a.

Bahan mata acara RUPS tersedia sejak tanggal
dilakukannya pemanggilan RUPS  sampai  dengan
penyelenggaraan RUPS, atau jangka waktu lebih awal

bilamana  diatur dan ditetapkan oleh  peraturan

perundang-undangan yang berlaku;
Bahan mata acara RUPS vang fersedia tersebut, dapaf

berupa ;

-

',/
i. salinan dokumen fisik, yang diberikan secara cuma-

cuma dan tersedia di kantor Perseroan jika diminta

secara terfulis oleh pemegang saham; dan/atay ----—----—-

I H. salinan dokumen elekironik, yang dapat diakses atau ---

| diunduh melalui situs web Perseroan.
Dalam hal mata acara RUPS mengenai pengangkatan
anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar
riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota
Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia : -
-di sifus web Perseroan paling kurang sejak saat
pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
pada wakiu lain selain jangka waktu tersebut namun paling
lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur

dalam peraturan perundang-undangan.

N
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Ralat pemanggilan RUPS wajib dilakukan, jika terdapat
| perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS, dengan

memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

-Dalam hal ralat pemanggilan RUPS, memuat informasi atas
perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS  dan/atau
penambahan mata acara RUPS, maka wajib dilakukan

pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan

sebagaimana diatur dalam ayat 4 Pasal ini;
~Ketentuan kewazjiban melakukan permanggilan ulang RUPS tidak
berlaku apabila ralat pemanggilan RUPS mengenai perubahan

atas fanggal penyelenggaraan RKRUPS danfatau penambahan

mata acara RUPS dilskukan bukan karena kesalahan Perseroan.

-—-- PIMPINAN, RISALAH DAN RINGKASAN RISALAH —rerannen

---------------------- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM --eremecmereea-

Pasal 22

RUPS dipimpin coleh salah secrang anggota Dewan Komisaris

yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau
berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak
ketiga, maka RUPS dipimpin cleh salah secrang anggota Direksi

yang ditunjuk oleh Direksi.

Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi
tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan
kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang

pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari

dan ¢oleh peserta RUPS.
Dalarm hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan
Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan
diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin cleh anggota
Dewan Komisaris lainnhya vang lidak mempunyai benturan

kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. ~-----—---m-eanmn

™~

81



~T Apabila semua anggota Dewan Komisarls mempunyai benjuran

kepeniingan, maka RUPS dipimpin oleh salah secrang anggota

Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
Dalam hal salah seocrang anggota Direkst vang ditunjuk oleh
Direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan
diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota
Direksi yang tidak mempunyal benturan kepentingan. ----———-—- -
Apabila semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi
mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh
salah secrang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih

oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam

RUPS.
Mereka vyang hadir dalam RUPS harus membuktikan
wewenangnya untuk hadir dalam RUPS, yaitu sesuai dengan
persyaratan yang difentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris
pada waktu pemanggilan RUPS, yang demikian dengan
ketentuan unfuk saham yang tercatat di Bursa Efek, dengan

mengindahkan peraturan perundang-undangan dan peraturan
~

S

yang beriaku di bidang Pasar Modal di Indonesia, -s--rw-smsmmmme
Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS,
wajib dibuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS. ~mmmr -
Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan
RUPS dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang
ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS, penandatanganan tersebut
tidak disyaratkan apabila risalah RUPS dibuat oleh Notaris, -—----
Risalah RUPS tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua
Pemegang Saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan
segala sesuatu yang terjadi dalam RUPS, dan wajib disampaikan
kepada QJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS

diselenggarakan.

Ringkasan risalah RUPS, paling kurang memuat informasi © -----
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a. tanggal RUPS, tempat pelsksanzan RUPS, waktu
[ pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS; —mmeemmmmmmmmeemee

I' k. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir

pada saat RUPS;

¢. jumiah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada

saat RUPS dan persentasenya dari jumiah seluruh saham

yang mempunyai hak suara yang sah;

} d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang ----

saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan

pendapat terkait mata acara RUPS:

‘e. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan

dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS,

jika pemegang saham diberi kesempatan;
f.  mekanisme pengambilan keputusan RUPS; ---—m-oamemmmeeeeee
g. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara sefuju,
B - tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk
setiap mata acara RUPS, jika pengambilan keputusan

dilakukan dengan pemungutan suara;

h. keputusan RUPS; dan

i.  petaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang
saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait
dengan pembagian dividen tupai.

8. Ketentuan media pengumuman pada Pasal 21 ayat 3 Anggaran
Dasar ini, berlaku secara sesuai (mutatis mutandis) untuk
pengumuman ringkasan risalah RUPS tersebut, dan wajib

dilakukan paling lambat 2 (dua}) hari kefja setelah

penyelenggaraan RUPS.

7. Dalam hal tferdapat perbedaan penafsiran informasi pada
ringkasan risalah RUPS dalam bahasa asing dengan informasi
pada ringkasan risalah RUPS dalam bahasa Indonesia, maka
informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam

bahasa Indonesia,

l\_

83



8. Bukii pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana

dimaksud dalam ayat 6 Pasal ini wajib disampaikan kepada QJK

paling lambat 2 {dua) hari kerja setelah diumumkan.

----------------- KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN

Pasal 23

1. a. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini,
peraturan perundang-undangan dan peraturan yang beriaku
di bidang Pasar Madal, kuorum kehadiran dan kuorum
keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan
dalam RUPS (termasuk RUPS untuk pengeluaran Efek
Bersifat Ekuitas; untuk penambahan modal ditempatkan dan
disetor dalam batas modal dasar}, dilakukan dengan

ketentuan:

(it RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari

112 (satu per dua} bagian dari jumlah seluruh saham
dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan
RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 {satu

per dua) bagian dari selurub saham dengan hak suara

i

yang hadir dalam RUPS; -

(i} Dalam hal kuorum_ kehadiran RUPS pertama
sebagaimana dimaksud pada butir (i} tidak tercapai,
mzka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan
RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika
dalam RUPS kedua paling sedikit 1/3 (satu per tiga)
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS kedua adalah
sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) hagian

dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam

RUPS kedua;
(ili} Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua
| sebagaimana dimaksud pada butir {ii) tidak tercapai,

maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan
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RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika
dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak
suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum

keputusan yang ditetapkan oleh QJK atas permohonan

Perseroan.

b.  Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata

()

(i)

acara perubahan Anggaran Dasar, kecuali perubahan
Anggaran Dasar dalam rangka memperpanjang jangka

waktu berdirinya Perseroan, dilakukan dengan kefentuan : --

RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh —-
pemegang saham yang mewakill paling kurang 2/3 (dua
per tiga) bagian dari jumlah sefuruh saham dengan hak
suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika
disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari

sefuruh saham dengan hak suara yang hadir dalam

RUPS;
Dalam hal kuorum  kehadiran RUPS pertama
sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai,
maka RUPS kedua dapaf diadakan dengan ketentuan
RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika
dalam RUPS kedua dihadiri oleh pemegang saham yang
mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan
keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh
lebih dari 1/2 (satu par dua) bagian dari seluruh saham

dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua; -------

(iii)

Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua
sebagaimana dimaksud butir (i) tidak tercapai, maka
RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS
katiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri
cleh pemegang saharn dari saham dengan hak suara

yang sah dalam kuorum Kehadiran dan  Kuorum

-
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keputusan yang ditetapkan oleh QJK atas permohonan

Persercan:

Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata
acara mengalihkan kekayaan Perseroan vang merupakaﬁ
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumiah kekayaan
bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksf atau lebih baik
yang berkaifan satu sama tain maupun tidak, menjadikan
jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih
Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang
berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan,
peleburan,  pengambilalihan, pemisahan, pengajuan
permchonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan
jangka wakiu berdirinya Perseroan, dan pembubaran

Persercan, dilakukan dengan ketentuan :

() RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh -—----
pemegang saham yang mewakili paling kurang 3/4 (tiga
per empat) bagian dari jumlah seluruh szham dengan
hak suara yang sah, dan keputusan RURS adalah s:’a)r:
jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian
dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam

RUPS;

(i Dalam hal kuorum kehadiran RUPS pertama
sebagaimana dimaksud pada butir (i) tercapai, maka
RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS
kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS
dihadir} oleh pemegang saham yang mewakili paling
kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara vang sah, dan keputusan
RUPS kedua adalah sah jika disefujui oleh lebih dari 3/4
{tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak

suara yang hadir dalam RUPS kedug;

T~
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(i} Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua

sebagaimana dimaksud butir (i} tidak tercapai, maka
RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS
ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri
oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara
yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum

keputusan yang ditetapkan oleh GJK atas permohonan

Perseroan;

Dalam hal Persercan memiliki lebih dari 1 {saty) klasifikasi

saham, maka RUPS unfuk mata acara perubahan hak atas

saham, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikot © ~------

(i)
| (i)

\ (iii)

(iv)

v

Usulan mata acara perubahan hak atas saham wajib -
mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 21 ayat 7 Anggaran Dasar inf;

RUPS hanya dihadiri oleh pemegang saham yang

terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada

klasifkasi saham tertenty;
RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling ~-
sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh
saham pada Kklasifikasi saham yang terkena dampak
atas perubzhan hak tersebut hadir atau diwakili; e
dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada butir (i)
tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan
ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil
keputusan jika dalam RUPS kedua, paling sedikit 2/3
(dua per tiga) bagian dari jumiah seluruh saham pada

klasifikasi saham yang terkepa dampak atas perubahan

hak tersebut hadir atau diwakili:
keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (iii)
dan {iv} di atas adalzh sah jika disetujui oleh lebih dari

3/4 (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak

suara yang hadir dalam RUPS;

T
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(viy dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua

sebagaimana dimaksud pada butir (iv) di atas tidak
tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan
RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika
dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham
yang terkena dampak aias perubahan hak tersebut

dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang

ditetapkan oleh OJK atas permohonan Persercan; —--—
{(vii)Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas
perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham
tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham
pada klasifikasi saham tersebut diberikan hzk unfuk
hadir dan mengambil kepuiusan dalam RUPS terkait
dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi

saham tersebut.

Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau

orang lain dengan surat kuasa,

Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk
sebagaimana ditenfukan oleh Direksi Perseroan, deng’gr/:
memperhatikan  ketentuan undang-undang dan  peraturan
perundang-undangan vang berlaku tentang bukti perdata serta

digjukan kepada Direksi sekurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum

tanggal RUPS yang bersangkutan.

Ketua rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili
pemegang saham diperlihatkan pada waktu RUPS diadakan, -—-
Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dengan surat
kuasa dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham per tanggal 1 (satu) hari
keria sebelum tanggal pemanggilan atau 1 (satu) hari ketja
sebelum tfanggal ralat pemanggilan (jka ada) dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan

yang berlaku di bidang Pasar Modal.

e

68



Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya

untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan -------
Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun

suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak

dihitung dalam pemungutan suara.
Pemungutan suara mengenai dirl orang ditakukan dengan suara
tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara
lisan, kecuali apabila ketua rapat menentukan lain tanpa ada
keberatan dari 1 (safu) atau lebih pemegang saham yang
bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu_ per sepuiuh)
bagian dari jumlah seluruh saham dengan suara yang sah. -~
Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS -
namun tidak mengeluarkan suara (abstain/blanko) dianggap
mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas

pemegang saham yang mengeluarkan suara,

Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk

mufakat.

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat
tidak tercapai, maka kepuiusan diambil dengan pemungutan
suara berdasarkan kuorum keputusan sesual dengan ketentuan

ayat 1 Pasal ink.

Apabila jumlah suara yang sefuju dan tidak setuju sama
banyaknya, maka kepufusan mengenai diri orang akan
ditentukan melalui undian sedangkan mengenai hal-hal lain

maka usul harus dianggap ditolak.

RUPS untuk memutuskan tentang transaksi yang mempunyai
benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang
Pasar Modal, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : ------

a. pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan

dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan
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keputusan yang disetujui cleh pemegang saham independen
yang tidak mempunyai benturan kepentingan; -

b. RUPS dihadiri oleh pemegang saham independen vang —
mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumiah
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliii oleh
pemegang saham independen dan keputusan adalzh sah
Ika disetuiui oleh pemegang saham independen yang
mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah

seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh

pemegang saham independen;

c. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada
ayat 9 butir b Pasal ini tidak tercapai, maka dalam RUPS
kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang
saham independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per
dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen,
dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari

jumlah saham vyang dimilki oleh pemegang saham
Ve

independen yang hadir dalam RUPS kedua; --s-----emmememmme-

d. dalam hal kuorum ke¢hadiran sebagaimana dimaksud pada
ayat ¢ bulir ¢ Pasal ini tidak tercapai, maka RUPS ketiga
dapat diselenggarakan dengan sah dan berhak mengambil
keputusan jika dihadiii oleh Pemegang Saham Independen
dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum

kehadiran dan pemanggilan, yang ditetapkan oleh QJK, atas

permohenan Perseroan;

e. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh

pemagang saham independen yang mewakili lebih dari 50%

{lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang

saham independen yang hadir dalam RUPS ketiga tersebut,
10. Berkenaan dengan transaksi material sebagaimana ditetapkan

oleh peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, yang akan
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dilakukan oleh  Perseroan, wajib dilakukan dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan

yang berlaku di bidang Pasar Modal,

‘11. Pemegang saham dapat juga mengambil kepuilusan yang
mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham
dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan

menandatangani usu! yang bersangkutan,

\12. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh
pemegang saham bertaku untuk seluruh saham yang dimilikinya
dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada
lebth dari secrang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang

dimilikinya dengan suara yang berbeda, kecuali ; ------------—-—---

a. bank kustodian atau perusahaan efek sebagai kustodian ----

vang mewakili nasabah-nasabahnya pemilk saham

Perseroan;

|b. manajer investasi yang mewakili kepentingan reksa dana

yang dikelolanya,

‘13. Setiap usul yang diajukan oleh para pemegang saham selama
pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus

memenuhi syarat, sebagai berikut

a. Menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan
langsung dengan salah satu mata acara RUPS yang

barsangkutan; dan

b. Hal-hal tersebut diajukan oleh 1 (safu) atau lebih pemegang

saham bersama-sama yang memiliki sedikitnya 10%
(sepuluh persen) dari jumiah seluruh saham dengan hak

suiara yang sah;

c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan

l langsung dengan usaha Perseroan;

‘d, Tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan perafuran

I perundang-undangan yang berlaku.

\l\ PENGGUNAAN LABA
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Pasal 24

Laba bersih Perseroan dalam sustu tahun buku seperi
tercantum dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah
disahkan gleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang
positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan

oleh RUPS tersebut.

Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan
kevangan Persercan berdasarkan keputusan yang diambil dalam
RUPS, dalam keputusan mana juga akan ditentukan wakiy
pembayaran dan bentuk dividen, Dividen untuk 1 (satu) saham
harus dibayarkan kepada orang atau badan hukum atas nama
siapa saham itu terdaftar dalam daftar pemegang saham pada
hari kerja yang akan ditentukan cleh atau atas wewenang dari
RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil.
Pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang
berhak, wajib dilaksanakan paling lambat 30 {tiga puluh} hari
setelah  pengumuman  ringkasan risalah  RUPS  yang
memutuskan  pembagian  dividen funai,  Pengumuman
pelaksanaan pembagian dividen dilakukan sesuai denggn

ketentuan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, «mvmmmmmmeeee

_ Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku

yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut
dafam Neraca dan Perhitungan Laba Rugl yang telah disahkan
RUPS Tahunan dan setelah dipotong Pajak Penghasilan, dapat
diberikan tantiem kepada anggota Direksi dan anggota Dewan
Komisaris Perseroan, yang besarmya ditentukan oleh RUPS,
dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan
dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -~-r-r-eeeemn-
Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku
menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditulup dengan dana
cadangan, maka kerugian ity akan tetap dicatat dan dimasukkan

dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya

T~
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- Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang
tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan faba rugi itu belum

sama sekali ditutup, demikian dengan memperhatikan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan
persetujuan Rapal Dewan Komisaris berhak untuk membagi
dividen sementara (dividen interim) apabila keadaan keuangan
Persercan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen
sementara (dividen interim) tersebut akan diperhitungkan
berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya vang diambit
sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan
yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek
di indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan

dicatatkan.

- - 8. lLaba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambi! dalam
wakiu 5 (lima) tahun sejak tanggal yang ditetapkan unfuk
pembayaran dividen fampau, dimasukkan ke dalam cadangan
khusus. Dividen dalam cadangan khusus tersebut, dapat diambil
oleh pemegang saham yang berhak dengan menyampaikan
bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh
Direksi Persercan. Dividen yang tidak diambil dalam jangka

waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal vang ditetapkan uniuk

pembayaran dividen lampau menjadi milik Perseroan, ----a---w-

PENGGUNAAN DANA CADANGAN -—cmemeaauan

Pasal 25
1. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan ditentukan oleh
RUPS setelah memperhatikan usul Direksi {bilamana ada),

dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang

beriaku.

1 2. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan, dilakukan sampai

@paling sedikit 20% {(duz puluh persen) darl jumiah
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5.

modal yang ditempatkan dan disetor, hanva digunakan untuk

menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan yang tidak dapat

ditutupi dari cadangan lain.
Apabila jumlah dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua
puluh persen) tersebut, maka RUPS dapat memuluskan agar
jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan. ——
Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan —
tersebut mempercleh laba, dengan cara yang dianggap halk
olehnya dengan persetujuan Dewan Komisars, dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap bunga dan keuntungan lainya yang didapat dari dana -
cadangan harus dimasukan dalam perhitungan laba rugi

Perseroan.

--------------------- PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR ---or-sevmener

Pasal 26

Pengubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS sesuai —~—
dengan Pasal 23 ayat 1 hurof b Anggaran Dasar inf.

Pengubahan Anggaran Dasar {ersebut harus dibuat dengan akia
rd

e

notaris dan dalam bahasa Indonesia.

Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut -----—
nama, tempat kedudukan, maksud dan fujuan, kegiatan usaha,
besarnya modal dasar, pengurangan moedal yang ditempatkan
dan disetor, serta pengubahan status Persercan dari perseroan
tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebalknya, wajib
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi

Manusia Repubiik Indonesia atau instansi yang berwenang

dan/atau penggantinya.
Pengubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal
yvang tersebut dalam ayat 2 Pasal ini cukup diberitahukan kepada

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik indonesia atau

)

instansi yang berwenang danfatau penggantinya. -———-r—rmmmmean -

T~
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Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan
'secaré terfulis  kepada semua kreditur Perseroan dan
diumumkan ofeh Direksi dalam Berita Negara Republik indonesia
dan sedikitnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia
yang berperedaran nasional, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak
tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut, dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan

yang berlaku di bidang Pasar Modal.

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, s

Pasal 27
Rengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal,
maka penggabungan, peleburan, pengambilalhan  dan
pemisahan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan

RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf ¢ Anggaran Dasar

int,

Direksi wajib  mengumumkan dalam surat kabar harian
berbahasa Indonesia yang barperedaran nasicnal
mengenai ringkasan rancangan penggabungan, peleburan,
pengambilalihan dan pemisahan Perseroan sekurang-kurangnya
30 (tiga pulub) harl sebelum pemanggilan RUPS, dengan
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, --—------------------
Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, -----
pengambilalihan dan pemisahan adalah sebagaimana yang
diatur dalam peraturan perundang-undangan vyang berlaku,

khustsnya peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, --------

PEMBUBARAN DAN LIKUIDAS] ---r-m-rmomm-

Pasal 28

Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, maka pembubaran Perseroan dapat
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2.

8.

‘ herdasarkan penetapan Pengadilan.

dilakukan berdasarkan keputusan RUPS sesuai dengan Pasal

23 ayat 1 huruf ¢ Anggaran Dasar ini.

Apabila Perseroan dibubarkan, baik karena berakhimya jangka
waktu berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan RUPS
atau karena dinyatakan bubar ber_dasarkan penetapan
Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh likuidator. ~—-—
Direksi bertindak sebagai likuidator, apabila dalam keputusan
RUPS atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2

tidak menunjuk lkuidator lain.

Upah bagi para likuidator ditentukan ocleh RUPS atau

Likuidator wajib memberitahukan kepada para kreditur dengan
cara mengumumkan dalam Berita Negara Republik indonesia
dan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang
berperedaran nasional serta memberitahukan kepada Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik (ndonesia, OJK, sesuai

dengan ketenfuan peraturan perundang-undangan dan peraturan

yang berlaku di bidang Pasar Modal.
Anggaran Dasar seperti yang termaktub datam akta ini beserd
pengubahannya di kemudian hari tetap berlaku sampai dengan

tanggal disahkannya perhitungan "Jikuidasi oleh  RUPS
berdasarkan persetujuan dari suara terbanyak yang dikeluarkan

secara sah dan diberkannya pelunasan dan pembebasan

sepenuhnya kepada para likuidator.
Sisa perhitungan likuidasi harus dibagikan kepada para
pemegang saham, masing-masing akan menerima bagian
menurut perbandingan jumiah nilai nominal yang telah dibayar
penuh untuk saham yang mereka miiiki masing-masing. ---—----

pihak yang melakukan likuidasi juga diwajibkan mengumumkan

| rencana pembagian sisa kekayaan setelah dilakukan likuidasi

dalam surat Kkabar harian berbahasa Indonesia yang

berperedaran nasional dan dalam Berita Negara Republik
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Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan peraturan yang herlaku df bidang Pasar Medal, --
[9, Dalam hal Perseroan bubar, maka Persercan tidak dapat
melakukan perbuatan hukum kecuali diperiukan untuk
membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi. -~-—mrn—--

P 10. Tindakan pemberesan sebagaimana dimaksud datam ayat 9 -

Pasal ini mefiputi :

a. Pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang

Parseroan:

b. Penentuan tata cara pembagian kekayaan; --—m-mrrme-eemmmee-rn

c. Pembayaran kepada para kreditor,
d. Pembayaran sisa kekayaan hasil likuidasi kepada RUPS:

dan

We‘ Tindakan-tindakan lain vyang perlu dilakukan dalam

| pelaksanaan pemberesan kekayaan,
'11. Ketentuan mengenai Pembubaran dan Likuidasi yang belum
diatur dalam Anggaran Dasar mengacu pada peraturan
perundang-undangan vyang berlaku, khususnya peraturan

perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

TEMPAT TINGGAL (DOMISI.I) =errrmemmnmmmmenann

Pasal 28

Untuk hal-hal yang mengenai Pemegang Saham yang berkaitan
dengan Perseroan, para Pemegang Saham dianggap bertempat
finggal pada alamat sehagaimana dicatat dalam buku Daftar
Pemegang Saham yang dimaksud dalam Pasal 8 Anggaran Dasar

tni, R

PERATURAN PENUTUP

Pasal 30

Dalam segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam Anggaran

Dasar ini, maka RUPS yang akan memutuskannya, sepanjang tidak

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menegaskan bahwa bertalian dengan ketentuan Pasal 4 ayat 2 -
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T X1,

Anggaran Dasar Perseroan, maka susunan pemegang saham ——

Perseroan adalah sebagai berikut :
a. Perseroan Terbatas PT. GRAHATAMA KREASIBARU,

pemegang 392.267.136 (tiga ratus sembilan puluh dua juta dua
ratus enam puub tWwjuh ribu seratus tiga puluh enam) saham,
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.39.226.713.600,00

(tiga puluh sembilan miliar dua ratus dua puluh enam juta tujuh

ratus tiga belas ribu enam ratus Rupiah);
b. Perseroan Terbatas PT. MILLENIA PROSPERINDO OPTIMA,
pemegang 203.866.432 (dua ratus tiga juta delapan ratus enam
puluh enam ribu empat ratus tiga puluh dua) saham, dengan nilai
nominal seluruhnya sebesar Rp. 20.386.643.200,00 (dua puluh
miliar tiga rafus delapan puluh enam juta enam ratus empat

pulub tiga ribu dua ratus Rupiah);

¢. Perseroan Terbatas PT. SAPTADAYA BUMITAMA PERSADA,
pemegang 203.866.432 (dua ratus tiga juta delapan ratus enam
puiuh enam ribu empat ratus tiga puluh dua) saham, dengan nilai
nominal seluruhnya sebesar Rp. 20.386.643.200,00 (dua puluh

i
miliar tiga ratus delapan puluh enam juta enam ratus empat

puluh tiga ribu dua ratus Rupiah);

- sejuruhnya sebanyak 800.000.000 (delapan ratus juta) saham

dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 80.000.000.000,00

(delapan puluh miliar Rupiah).
Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Tuan PETER
DJATMIKO, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan hak
untuk memindahkan kuasa ini kepada orang lain dikuasakan, untuk
menuangkan/menyatakan KEPUTUSAN, balk sebagian, setiap
maupun seluruh KEPUTUSAN, dalam satu maupun beberapa akia
yang dibuat dihadapan Notaris, selanjutnya untuk memohon
persetujuan danfatau menyampaikan pemberitahuan atas Keputusan
ini danfatau perubahan Anggaran Dasar dalam KEPUTUSAN

danfatau perubahan data Perseroan, kepada instansi yang
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/mang, dan untuk membuat pengubahan danfatau tambahan
dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan, untuk
memperoleh persetujuan danfatau diterimanya pemberitahuan
tersebui, untuk mengajukan dan menandatangani semua
permehenan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan

serta untuk melakukan segala dan setiap tindakan vang diperlukan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, -
-Selanjutnya penghadap dengan ini menyatakan dan menjamin sepenuhnya

akan kebenaran identitas dari penghadap, vaitu sesuai dengan tanda
pengenal serta data-data yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan
penghadap juga telah membubuhkan sidik jari tangan pada lampiran yang

dibuat secara terpisah, namun merupakan satu kesaiuan dan bagian yang

fidak terpisahkan dari minuta akta ini,
-Penghadap dengan ini pula menyatakan telzh mengerti dan memahami ----
sepenuhnya atas seluruh dan setiap isi akta ini, sehingga sehubungan
dengan hal tersebut diatas maka penghadap dengan ini menyatakan
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut serta membebaskan saya,
Notaris, dan para saksi, atas segala dan setiap akibat yang fimbul. —-——--

DEMIKIAN AKTA iNI

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal
seperli tersebut pada awa! akia ini, dengan dihadiri oleh para saksi; ——ww—
1. Nyonya ANNA HIDAYANT!, Sarjana Hukum, lahir di Semarang, pada
tanggal dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus enam puluh delapan
(22-6-1968), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di
Kabupaten Bekasi, Puri Hutamna, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga
013, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Tambun Selatan, pemegang

Kartu Tanda Penduduk nomor 32160662068880009, untuk sementara

berada di Jakarta;

2. Nyonya LINAWATY, lahir di Jakarta, pada tanggal dua puluh enam Juni

seribu sembilan ratus delapan puluh (26-6-1980), swasta, Warga --—-------

Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Pusat, Kebon Kosong

16/138, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Kebon
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Kosong, Kecamatan Kemayoran, pemegang Kartu Tanda Penduduk

nemor 31710366806800G12;

-keduanya pegawai pada kantor Notaris.
-Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notarls, kepada para penghadap, para

saksi, maka'segera akia ini ditandatangani oleh para penghadap, para saksi

dan saya, Notaris.

-Dibuat dengan tanpa tambahan, tanpa coretan dan tanpa penggantian, ------

Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

--r-—--DIBERIKAN SEBAGAL SALINAN YANG SAMA BUNYINYA~-rreeen-
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